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Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2009-2014, serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]6.1	Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats)
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Kekuatan
	Pemerintah Kabupaten Garut yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :
•	Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi; 
•	Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan;
•	Adanya program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
•	Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi;
•	Kehidupan dan budaya masyarakat yang religius dan agamis;
•	Adanya keinginan masyarakat untuk bangkit dari ketertinggalan;
•	Masih tumbuhnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat;
•	Kondisi geografis dengan topografi pegunungan dan pantai memiliki pesona alam yang indah;
•	Sumber daya alam yang cukup melimpah dan beragam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, panas bumi, pertambangan, dan lain sebagainya);
•	Pembangunan jalan lintas selatan Jawa sebagai akses horizontal bagian selatan.


2. Kelemahan
Kelemahan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
· Rendahnya kemapuan keuangan daerah; 
· Kurang optimalnya penguasaan dan aplikasi sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat; 
· Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar;
· Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada usia produktif;
· Kondisi geografis wilayah yang rawan bencana alam dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
· Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sumber daya;
· Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan PAD;
· Limitasi pengembangan wilayah dengan penetapan Kawasan Lindung sebesar 80%.

3. Peluang
Peluang untuk pembangunan Kabupaten Garut 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :
· Tersedianya peluang usaha dan investasi khususnya pada sektor agribisnis, agroindustri, pariwisata, kelautan serta energi dan sumber daya mineral;
· Pemberlakuan otonomi daerah secara luas bagi pemerintah daerah;
· Iklim demokratis yang semakin membaik, serta perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang semakin tinggi;
· Perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terbuka luas;
· Mulai tumbuhnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat, dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui otonomi daerah;
· Terbukanya informasi pasar baik lokal, regional maupun global yang didukung oleh perkembangan informasi dan teknologi;
· Kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan;
· Perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam;
· Adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4. Ancaman
Adapun ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan Kabupaten Garut 5 (lima) tahun ke depanadalah sebagai berikut :
· Kebijakan pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan;
· Kondisi ekonomi makro yang masih belum stabil;
· Pengembangan kawasan Ekonomi Asia;
· Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat;
· Terjadinya degradasi moral masyarakat masyarakat;
· Pengembangan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik sama.

6.2	Strategi dan Arah Kebijakan
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya untuk mencapainya melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah tahun 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. 
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah melalui strategi pembangunan daerah yang terpadu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Selanjutnya strategi yang telah disusun, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi selama lima tahun ke depan.
Berdasarkan hasil Analisis SWOT, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut yang dipilih untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut: 
Misi 1 : 	Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis.
Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian misi pertama adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pendidikan agama pada semua jenjang sekolah dan kelembagaan lainnya, dengan arah kebijakan :
a. Membiasakan membaca Al Quran bagi pegawai Pemda, pelajar yang beragama Islam;
b. Dukungan pada perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk di madrasah, pesantren dan diniyah; 
c. Pengembangan Islamic Centre **;
d. Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *;
e. Pemberian insentif bagi Guru ngaji *;
2. Peningkatan sistem pembinaan pemuda, pemasalan dan peningkatan prestasi olahraga, serta apresiasi seni budaya secara tepadu dan terarah, dengan arah kebijakan:
a. Beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil *;
b. Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art Centre) **;
c. Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **;
d. Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga;
e. Pelestarian nilai-nilai budaya daerah;
f. Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *;
g. Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *.
3. Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan, dengan arah kebijakan :
a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya di Desa Tertinggal;
b. Gratis biaya sekolah (SPP) bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA *;
c. Beasiswa bagi siswa miskin; 
d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Peningkatan profesionalisme, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan arah kebijakan :
a. Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama bagi daerah-daerah terpencil;
b. Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
c. Pemberian insentif bagi Guru Honorer *.
5. Implementasi Wajar 12 Tahun serta mendorong berkembangnya SMK, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
b. Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan menengah Universal;
c. Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan.
6. Penataan program studi pendidikan formal dan non formal, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non formal;
b. Peningkatan partisipasi program Kejar Paket (A/B/C ).
7. Peningkatan, pengembangan budaya baca, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan akses perpustakaan dan minat baca masyarakat;
b. Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional.
8. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan arah kebijakan :
a. Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar; 
b. Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat;
c. Optimalisasi sistem jaminan kesehatan;
d. Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin *;
e. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
f. Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi; 
g. Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat;
h. Penanggulangan HIV/AIDS;
i. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
9. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan : 
a. Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **;
b. Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D **;
c. Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara **;
d. Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama;
e. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
f. Peningkatan dan pemerataan tenaga medis.
10. Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta KB, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarat;
b. Intensifikasi penyuluhan/ KIE;
c. Penggerakan kader/Institusi Masyarakat.
11. Optimalisasi fungsi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan arah kebijakan :
a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi.
12. Peningkatan Keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan :
a. Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. Bantuan bagi usaha perempuan;
c. Penyediaan sarana dan prasarana.
13. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan arah kebijakan : penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial, dengan arah kebijakan :
a. Bantuan bagi masyarakat miskin;
b. Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
15. Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.
16. Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja, dengan arah kebijakan Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN).
17. Peningkatan perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja on line;
b. Peningkatan program padat karya produktif.
18. Peningkatan jejaring kerjasama antar daerah, dengan arah kebijakan peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan.

Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.
Strategi dan kebijakan untuk pencapaian misi kedua adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani, dengan arah kebijakan : 
a. Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
b. Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil*.
2. Pengembangan sektor pertanian berdasarkan tematik wilayah provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan kelembagaan usaha tani berbasis agro bisnis dan agro industri;
b. Penanganan pasca panen hortikultura dan tanaman pangan;
c. Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
d. Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan;
e. Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong;
f. Pengembangan kawasan Agropolitan Jagung;
g. Pengembangan komoditi jagung hibrida;
h. Pengembangan Usaha pembibitan kentang industri;
i. Peningkatan jumlah populasi ternak, khususnya sapi perah dan flasma nutfah domba Garut;
j. Pengembangan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC);
k. Pengembangan Kawasan Peternakan;
l. Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang.
3. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan produksi, nilai tambah hasil tanaman pangan hortikultura dan peternakan;
b. Peningkatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
c. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
d. Pengembangan infrastruktur pertanian.
4. Peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan, dengan arah kebijakan Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan.
5. Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan, dengan arah kebijakan Pengembangan tanaman kopi rakyat, teh, karet dan akar wangi.
6. Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk, dengan arah kebijakan :
a. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan;
b. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
c. Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap.
7. Peningkatan profesionalisme petani dan nelayan serta kelembagaannya, dengan arah kebijakan Pengembangan kawasan minapolitan serta Pembinaan dan penataan kelembagaan usaha serta penguatan aspek pasar.
8. Pengembangan hutan lestari, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan;
b. Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan.
9. Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu;
b. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan.
10. Peningkatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian, dengan arah kebijakan :
a. Penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan lumbung pangan;
b. Pengembangan desa mandiri pangan.
11. Peningkatan keunggulan, daya tarik dan promosi wisata, dengan arah kebijakan :
a. Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan;
b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata.
12. Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM, dengan arah kebijakan peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah.
13. Fasilitasi kemitraan Usaha dan optimalisasi fungsi (KADIN), dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM;
b. Bantuan perkuatan Koperasi.
14. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan produksi, nilai tambah hasil IKM dan pengembangan industri kreatif;
b. Pengembangan sentra, klaster industri dan produk ekspor;
c. Penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan serta revitalisasi, optimalisasi fungsi trade center Limbangan;
d. Optimalisasi pengelolaan BUMD.
15. Peningkatan sistem, jaringan distribusi barang dan jasa, dengan arah kebijakan Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang / jasa.
16. Promosi Investasi secara intensif, dengan arah kebijakan Penyelenggaraan pameran dan temu investor.
17. Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi, dengan arah kebijakan  Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Misi 3 : 	Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.
Strategi dan kebijakan untuk pencapaian misi ketiga adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dengan arah kebijakan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan koridor pusat pertumbuhan dan wilayah strategis, dengan arah kebijakan :
a. Lanjutan pembangunan jalan by pass; 
b. Pembangunan jalan penghubung Kecamatan Karangpawitan – Banyuresmi;
c. Pembangunan akses jalan wisata jalan lingkar Cipanas, jalan situ Cangkuang- Leles;
d. Perencanaan Pembangunan jalan alternatif Kadungora – Leles;
e. Pembangunan jalan alternatif Pasar Wanaraja (Kp. Babakan - Kp. Bojong Ds. Wanamekar);
f. Peningkatan akses jalan Kawasan Strategis Provinsi ( KSP ) Darajat;
g. Peningkatan akses jalan Bingbulang - Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
h. Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
i. Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
j. Pembangunan jembatan Cimurah-Cipicung kecamatan Karangpawitan;
k. Peningkatan infrastruktur jalan desa; 
l. Pembangunan jembatan Cipasarangan kecamatan Cikelet;
m. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;
n. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Kota Balubur Limbangan;
o. Pembangunan jalan alternatif Balubur Limbangan – Malangbong;
p. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cimanuk By Pass Tahap II **;
q. Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit.
3. Peningkatan Penataan Perkotaan/perdesaan, bangunan gedung dan kualitas lingkungan  permukiman dan perumahan, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan;
b. Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
c. Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan;
d. Peningkatan kualitas kontruksi bangunan gedung dan penanggulangan kebakaran;
e. Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut (Kadungora, Stasiun Cibatu, Malangbong, Cibalong, Talegong, Pelabuhan Samudra);
f. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Rawayan;
g. Penataan wilayah perkotaan Garut (PKL);
h. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
i. Perencanaan pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Garut.
4. Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan arah kebijakan:
a. Akselerasi pencapaian MDG’s;
b. Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan;
c. Perlindungan mata air/pembebasan lahan mata air Cibolerang kecamatan Wanaraja, dan mata air lainnya.
5. Perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis, dengan arah kebijakan :
a. Intensifikasi sosialisasi regulasi, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
b. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru;
c. Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu.
6. Penyediaan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi, dengan arah kebijakan Peningkatan peran dan fungsi lembaga koordinasi perencanaan tata ruang daerah.
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air, dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
b. Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;
c. Rehabilitasi drainase perkotaan dan penanggulangan banjir perkotaan;
d. Konservasi kawasan hulu DAS dan sub DAS;
e. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
f. Pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai;
g. Penyediaan dan pengelolaan air baku;
h. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mineral dan air tanah.
8. Peningkatan, pemeliharaan sumber air, dengan arah kebijakan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan situ.
9. Peningkatan jaringan dan kapasitas energi listrik, dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan jaringan listrik perdesaan;
b. Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta pengkajian sosial ekonomi potensi panas bumi.
10. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa, dengan arah kebijakan :
a. Evaluasi dan pengendalian trayek;
b. Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Garut Tahun 2015 – 2020; 
c. Perencanaan Peningkatan terminal Tipe-B Malangbong;
d. Bantuan sarana / fasilitas perhubungan bagi desa tertinggal;
e. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;
f. Perencanaan peningkatan terminal Tipe-A perkotaan kota Garut;
g. Penataan wilayah perkotaan Garut (Parkir );
h. Perencanaan Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Leles.
11. Penurunan tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan layanan, pengendalian pencemaran, pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
b. Perlindungan mata air;
c. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
d. Penanganan revitalisasi IPAL industri kulit Sukaregang.
12. Peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, pencemaran dan persampahan, dengan arah kebijakan :
a. Perencanaan pembangunan TPA Wilayah (Banjarwangi, Caringin dan Pameungpeuk);
b. Revitalisasi TPA Pasirbajing;
c. Pengadaan alat angkut, alat berat persampahan;
d. Penataan wilayah perkotaan Garut (Pertamanan);
e. Peningkatan penanganan pengelolaan PJU dan listrik untuk masjid besar dan madrasah diniyah.
13. Peningkatan ketersediaan, kesiapan infrastruktur penanggulangan bencana dan resiko bencana, dengan arah kebijakan :
a. Sosialisasi Penanggulangan bencana dan resiko bencana;
b. Peningkatan partisipasi, lembaga masyarakat dalam penanggulangan bencana dan resiko bencana.

Misi 4 : 	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.
Strategi dan kebijakan untuk pencapaian misi keempat adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah, dengan arah kebijakan :
a. Optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); 
b. Peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel;
c. Pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga.
2. Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja organisasi pemerintah, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan pengawasan reguler, implementasi aksi daerah pencegahan korupsi; Evaluasi dan penyelesaian temuan;
b. Fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut;
c. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
b. Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah;
c. Fasilitasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan;
d. Peningkatan, penguatan pengelolaan arsip daerah;
e. Penataan Daerah Otonomi Baru.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan;
b. Penguatan, sosialisasi kebijakan pemerintah daerah;
c. Optimalisasi, fasilitasi kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan partisipasi dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
b. Bantuan, insentif dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kelembagaan RT dan RW;
c. Revitalisasi pos yandu dan bantuan operasional kader pos yandu;
d. Peningkatan Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan tanah kas Desa;
e. Peningkatan Penyelenggaraan Program dan Optimalisasi pengelolaan aset PNPM Mandiri Pedesaan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan, dengan arah kebijakan : 
a. Peningkatan koordinasi dan Fasilitasi program pembangunan daerah;
b. Peningkatan infrastruktur Desa;
c. Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah daerah, kantor kecamatan dan desa/kelurahan.
7. Peningkatan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik;
b. Peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
c. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO;
d. Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik; 
e. Fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan;
f. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
g. Penataan administrasi kependudukan melalui Pelayanan dokumen kependudukan, akte pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta laminasi.
8. Peningkatan Sistem Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas;
b. Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
c. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
f. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan amanah, dengan arah kebijakan :
a. Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan;
b. Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri;
c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam rangka penerapan UU ASN.
10. Peningkatan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, dengan arah kebijakan Optimalisasi sistem kepegawaian daerah.
11. Peningkatan pembinaan disiplin dan etos kerja pegawai, dengan arah kebijakan :
a. Penetapan sasaran kinerja pegawai;
b. Optimalisasi sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.
12. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dengan arah kebijakan :
a. Penetapan, pelaksanaan kebijakan umum anggaran daerah; 
b. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah.
13. Peningkatan pengelolaan asset daerah, dengan arah kebijakan pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan aset daerah.
14. Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan, dengan arah kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam trantibmas.
15. Peningkatan koordinasi pencegahan, penanganan konflik, dengan arah kebijakan  peningkatan pemahaman ketahanan bangsa, pencegahan, penanganan konflik wilayah perbatasan.
16. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban politik sebagai warga negara, dengan arah kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
	Misi
	Strategi
	Arah Kebijakan
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	Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis.

	
	1
	Peningkatan pendidikan agama pada semua jenjang sekolah dan kelembagaan lainnya
	1
	Membiasakan membaca Al Quran bagi pegawai Pemda, pelajar yang beragama Islam

	
	
	
	2
	Dukungan pada perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk di madrasah, pesantren dan diniyah 

	
	
	
	3
	Pengembangan Islamic Centre **

	
	
	
	4
	Bantuan operasional masjid dan madrasah diniyah *

	
	
	
	5
	Pemberian insentif bagi Guru ngaji *

	
	2
	Peningkatan sistem pembinaan pemuda, pemasalan dan peningkatan prestasi olahraga, serta apresiasi seni budaya secara tepadu dan terarah
	1
	Beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil *

	
	
	
	2
	Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya (Art Centre) **

	
	
	
	3
	Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) **

	
	
	
	4
	Pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olah raga

	
	
	
	5
	Pelestarian nilai-nilai budaya daerah

	
	
	
	6
	Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *

	
	
	
	7
	Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut *

	
	3
	Peningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan 
	1
	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, khususnya di Desa Tertinggal

	
	
	
	2
	Gratis biaya sekolah (SPP) bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA *

	
	
	
	3
	Beasiswa bagi siswa miskin 

	
	
	
	4
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

	
	4
	Peningkatan profesionalisme, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
	1
	Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama bagi daerah-daerah terpencil.

	
	
	
	2
	Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)

	
	
	
	3
	Pemberian insentif bagi Guru Honorer *

	
	5
	Implementasi Wajar 12 Tahun serta mendorong berkembangnya SMK
	1
 
	Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

	
	
	
	2
	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan menengah Universal

	
	
	
	3
	Peningkatan partisipasi jalur pendidikan kejuruan

	
	6
	Penataan program studi pendidikan formal dan non formal
	1
	Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan formal dan non formal

	
	
	
	2
	Peningkatan partisipasi program Kejar Paket (A/B/C )

	
	7
	Peningkatan, pengembangan budaya baca
	1 
	Peningkatan akses perpustakaan dan minat baca masyarakat

	
	
	
	2
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Skala Nasional

	
	8
	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	1
	Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar 

	
	
	
	2
	Standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat

	
	
	
	3
	Optimalisasi sistem jaminan kesehatan

	
	
	
	4
	Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin *

	
	
	
	5
	Peningkatan kesehatan ibu dan anak

	
	
	
	6
	Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan melalui pembangunan Rumah Gizi 

	
	
	
	7
	Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat

	
	
	
	8
	Penanggulangan HIV/AIDS

	
	
	
	9
	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

	
	9
	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan 
	1
	Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan **

	
	
	
	2
	Peningkatan Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe D **

	
	
	
	3
	Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara **

	
	
	
	4
	Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan Puskesmas DTP menjadi Puskesmas Pratama

	
	
	
	5
	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

	
	
	
	6
	Peningkatan dan pemerataan tenaga medis

	
	10
	Pengendalian kehamilan dan peningkatan cakupan peserta KB
	1
	Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarat

	
	
	
	2
	Intensifikasi penyuluhan/ KIE

	
	
	
	3
	Penggerakan kader/Institusi Masyarakat

	
	11
	Optimalisasi fungsi keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
	1
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

	
	
	
	2
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi

	
	12
	Peningkatan Keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
	1
	Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

	
	
	
	2
	Bantuan bagi usaha perempuan

	
	
	
	3
	Penyediaan sarana dan prasarana

	
	13
	Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
	1
	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

	
	14
	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
	1
	Bantuan bagi masyarakat miskin

	
	
	
	2
	Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

	
	15
	Peningkatan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
	1
	Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

	
	16
	Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pencari kerja.
	1
	Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN)

	
	17
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja 
	1
	Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja on line.

	
	
	
	2
	Peningkatan program padat karya produktif

	
	18
	Peningkatan jejaring kerjasama antar daerah
	1
	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan perusahaan

	II
	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

	
	1
	Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani 
	1
	Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

	
	
	
	2
	Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani kecil

	
	2
	Pengembangan sektor pertanian berdasarkan tematik wilayah provinsi Jawa Barat
	 1
	Pengembangan kelembagaan usaha tani berbasis agro bisnis dan agro industri

	
	
	
	2
	Penanganan pasca panen hortikultura dan tanaman pangan

	
	
	
	3
	Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya

	
	
	
	4
	Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, pengembangan Usaha pembibitan kentang industri, padi organik dan padi ketan

	
	
	
	5
	Pengembangan kawasan agrowisata desa Barudua kecamatan Malangbong

	
	
	
	6
	Pengembangan kawasan Agropolitan Jagung

	
	
	
	7
	Pengembangan komoditi jagung hibrida

	
	
	
	8
	Pengembangan Usaha pembibitan kentang industri

	
	
	
	9
	Peningkatan jumlah populasi ternak, khususnya sapi perah dan flasma nutfah domba Garut

	
	
	
	10
	Pengembangan Sentra Bibit/Village Breeding Center (VBC)

	
	
	
	11
	Pengembangan Kawasan Peternakan

	
	
	
	12
	Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang

	
	3
	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, pemasaran serta penerapan teknologi
	1
	Peningkatan produksi, nilai tambah hasil tanaman pangan hortikultura dan peternakan

	
	
	
	2
	Peningkatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah 

	
	
	
	3
	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

	
	
	
	4
	Pengembangan infrastruktur pertanian

	
	4
	Peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan 
	1
	Peningkatan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan perkebunan

	
	5
	Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan
	1
	Pengembangan tanaman kopi rakyat, teh, karet dan akar wangi

	
	6
	Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah perikanan melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk
	1
	Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan

	
	
	
	2
	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

	
	
	
	3
	Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap

	
	7
	Peningkatan profesionalisme petani dan nelayan serta kelembagaannya
	1
	Pengembangan kawasan minapolitan serta Pembinaan dan penataan kelembagaan usaha serta penguatan aspek pasar

	
	8
	Pengembangan hutan lestari


	1
	Peningkatan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan

	
	
	
	2
	Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan

	
	9
	Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan.
	1
	Peningkatan produksi aneka hasil kehutanan bukan kayu

	
	
	
	2
	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan

	
	10
	Peningkatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian
	1
	Penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan lumbung pangan

	
	
	
	2
	Pengembangan desa mandiri pangan

	
	11
	Peningkatan keunggulan, daya Tarik dan promosi wisata
	1
	Penataan dan Pengembangan objek wisata unggulan

	
	
	
	2
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata

	
	12
	Penguatan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM
	1
	Peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah

	
	13
	Fasilitasi kemitraan Usaha dan optimalisasi fungsi ( KADIN )
	1
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

	
	
	
	2
	Bantuan perkuatan Koperasi

	
	14
	Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis industri potensi lokal dan perdagangan
	1
	Peningkatan produksi, nilai tambah hasil IKM dan pengembangan industri kreatif

	
	
	
	2
	Pengembangan sentra, klaster industri dan produk ekspor

	
	
	
	3
	Penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan serta revitalisasi, optimalisasi fungsi trade center Limbangan

	
	
	
	4
	Optimalisasi pengelolaan BUMD

	
	15
	Peningkatan sistem, jaringan distribusi barang dan jasa
	1
	Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi barang / jasa 

	
	16
	Promosi Investasi secara intensif
	1
	Penyelenggaraan pameran dan temu investor

	
	
	
	
	

	
	17
	Pemberian jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan pengendalian investasi
	2
	Penataan regulasi penanaman modal daerah dan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal

	III
	Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman

	
	1
	Peningkatan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
	1
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	
	2
 
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan koridor pusat pertumbuhan dan wilayah strategis
	1
	Lanjutan pembangunan jalan by pass 

	
	
	
	2
	Pembangunan jalan penghubung Kecamatan Karangpawitan - Banyuresmi

	
	
	
	3
	Pembangunan akses jalan wisata jalan lingkar Cipanas, jalan situ Cangkuang- Leles

	
	
	
	4
	Perencanaan Pembangunan jalan alternatif Kadungora - Leles

	
	
	
	5
	Pembangunan jalan alternatif Pasar Wanaraja (Kp. Babakan - Kp. Bojong Ds. Wanamekar )

	
	
	
	6
	Peningkatan akses jalan Kawasan Strategis Provinsi ( KSP ) Darajat

	
	
	
	7
	Peningkatan akses jalan Bingbulang - Cijayana dan Bungbulang - Sukarame

	
	
	
	8
	Peningkatan akses jalan penghubung antar Kecamatan

	
	
	
	9
	Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan

	
	
	
	10
	Pembangunan jembatan Cimurah-Cipicung kecamatan Karangpawitan

	
	
	
	11
	Peningkatan infrastruktur jalan desa 

	
	
	
	12
	Pembangunan jembatan Cipasarangan kecamatan Cikelet

	
	
	
	13
	Perencanaan pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu

	
	
	
	14
	Perencanaan pembangunan jalan alternatif Kota Balubur Limbangan

	
	
	
	15
	Pembangunan jalan alternatif Balubur Limbangan – Malangbong

	
	
	
	16
	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cimanuk By Pass Tahap II **

	
	
	
	17
	Perencanaan pembangunan jalan alternatif Banyuresmi Situ Bagendit

	
	3
	Peningkatan Penataan Perkotaan/perdesaan, bangunan gedung dan kualitas lingkungan  permukiman dan perumahan
	1
	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan

	
	
	
	2 
	Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

	
	
	
	3 
	Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan

	
	
	
	4 
	Peningkatan kualitas kontruksi bangunan gedung dan penanggulangan kebakaran

	
	
	
	 5
	Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut (Kadungora, Stasiun Cibatu, Malangbong, Cibalong, Talegong, Pelabuhan Samudra)

	
	
	
	6
	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Rawayan

	
	
	
	7
	Penataan wilayah perkotaan Garut (PKL)

	
	
	
	8
	Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan

	
	
	
	9
	Perencanaan pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Garut

	
	4
	Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	1
	Akselerasi pencapaian MDG’s

	
	
	
	2
	Pengembangan sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih diantaranya melalui pengembangan SPAM IKK perkotaan dan perdesaan

	
	
	
	3
	Perlindungan mata air/pembebasan lahan mata air Cibolerang kecamatan Wanaraja, dan mata air lainnya

	
	5
	Perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis
	1
	Intensifikasi sosialisasi regulasi, pengawasan dan pengendalian penataan ruang

	
	
	
	2
	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru

	
	
	
	3
	Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu

	
	6
	Penyediaan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi
	1
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